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PUTUSAN
Nomor 860/Pdt.G/2021/PA.Stb
ZA L 7
Sl o
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Kelas | B yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Paya Bengkuang, 16 Juni
1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat
kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai

Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pematang Cengal, 27 November
1997, agama Islam, pekerjaan Nelayan,
pendidikan SLTP, tempat kediaman di
Kabupaten Langkat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal

20 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Kelas |

B pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 860/Pdt.G/2021/PA.Stb,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08

Desember 2016 di Kecamatan Gebang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Nomor : xxxxx tanggal 08 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor
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Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Provinsi

Sumatera Utara,;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
dengan orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah
dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK, laki-laki,

umur 3 tahun;

4, Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2018 antara
Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan
pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan karena :
- Tergugat suka berjudi dan meminum minuman yang
memabukkan;
- Tergugat menjadi sering marah-marah dan melakukan kekerasan
dalam rumah tangga seperti memukul;

5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar
merubah sikapnya untuk menjadi lebih baik sebagai seorang suami dan
kepala rumah tangga, namun Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran

terus terjadi;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan
Tergugat terjadi pada tanggal 14 Agustus 2018, dimana ketika itu
Penggugat mengingatkan Tergugat untuk tidak berjudi dan tidak mabuk-
mabukan lagi, tetapi Tergugat tidak terima dan malah memarahi Penggugat,
pada saat itu juga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan memilih
untuk pulang dan kembali tinggal dengan orang tua Penggugat di alamat
Penggugat tersebut di atas, namun demikian antara Penggugat dan
Tergugat belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun
tidak berhasil;
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Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa
kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi
dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq.
Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan
hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya
memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut :

PRIMAIR :
a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (x) terhadap

Penggugat (x)
C. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai
dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
SUBSIDAIR :
Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan
Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di
persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengarkan;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :
1. Bukti Surat
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor x yang dikeluarkan oleh KUA
Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara,
tanggal 08 Desember 2016. bukti surat tersebut telah diberi meterai
cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya,
kemudian diberi kode bukti (P) dan diberi tanggal serta paraf Ketua

Majelis;

2. Bukti Saksi
Saksi 1, x, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan lbu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, saksi kenal
dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi Ibu kandung Penggugat.
Saksi menyatakan tidak mengundurkan diri sebagai saksi dan bersedia
menjadi saksi, selanjutnya di bawah sumpah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2016;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di
rumah Saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tegugat bertempat tinggal
di rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah pindah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi
sejak bulan Agustus 2018;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah
Penggugat;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena antara

Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran;
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- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Penggugat bertengkar dengan
Tergugat, karena Saksi pernah melihat dan mendengar langsung
pertengkaran mereka;

- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi
sejak awal tahun 2018 dan puncaknya tahun 2019;

- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat disebabkan
Tergugat suka berjudi dan mabuk. Tergugat juga melakukan KDRT
ketika bertengkar;

- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar Tergugat marah-marah
kepada Penggugat kemudian Saksi melihat Tergugat memukul
Penggugat;

- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah
kediaman bersama;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat
karena Saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah selalu didamaikan oleh
keluarga, rukun sebentar, kemudian bertengkar lagi;

- Bahwa upaya damai tersebut tidak berhasil karena Penggugat
tetap ingin bercerai;

Saksi 2, x, umur 54, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di
Kabupaten Langkat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena
Saksi Paman Tergugat dan saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja
dengan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2016;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di
rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah pindah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi
sejak bulan Agustus 2018;
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- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah
Penggugat;

- Bahwa penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena antara
Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat
dari pengaduan Penggugat dan keluarga Tergugat, kemudian Saksi
konfirmasikan kepada Tergugat, Tergugat mengakui adanya
pertengkaran tersebut;

- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi tahun
2018;

- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat disebabkan
Tergugat suka berjudi dan keluar malam, kalau pulang Tergugat dalam
keadaan mabuk;

- Bahwa pada saat itu Saksi sedang mendamaikan Penggugat dan
Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat malah jawab menjawab
dan marah-marah;

- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah
kediaman bersama;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat
karena saat itu Saksi sedang berada di rumah kediaman Penggugat
dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dua kali didamaikan
oleh keluarga. Penggugat dan Tergugat damai sebentar, namun
bertengkar lagi;

- Bahwa terakhir didamaikan, Penggugat tidak mau lagi bersatu

dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara
sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara
ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal
49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama
terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah
dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat
(1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita
acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan
patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hanya
Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008
yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak
hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat
harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya
Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan

Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;
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Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan
perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal
283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat
patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam
gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan
sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,
isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan
Tergugat pada tanggal 08 Desember 2016, relevan dengan dalil yang hendak
dibuktikan oleh Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai
bukti surat P telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868
KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,
untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah
suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak
berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio), maka bukti P
sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 08 Desember 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi
yaitu: X, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan
dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah
bersumpah, dan merupakan orang yang dapat didengar keterangannya sebagai
saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
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Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai
dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang diketahui sendiri berdasarkan
penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi secara langsung dan relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah
bersumpah, dan merupakan orang yang dapat didengar keterangannya sebagai
saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-
dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang diketahui dari pengaduan
Penggugat dan keluarga Tergugat, kemudian Saksi konfirmasikan kepada
Tergugat, Tergugat mengakui adanya pertengkaran tersebut dan relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua yang dihadirkan
Penggugat tidak melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi mengetahui bahwa
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka oleh karenanya
bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Penggugat sepanjang
pertengkaran dan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, peristiva mana
merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat,
maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi Penggugat sepanjang
mengenai pertengkaran dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil
saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor
299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Majelis Hakim dalam
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pertimbangannya yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa
cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai
kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan
secara cermat jo. Yurisprudensi M.A Rl Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10
November 2000 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang
menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran
antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan
telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah
sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat
didamaikan lagi”

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua
Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain yang telah
memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171
R.Bg., oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi
ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum
yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal
08 Desember 2016;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun selama dua
tahun;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama tiga tahun;

- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk
keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa
kententraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
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1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat

Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

EQ . 0 ey i T R - ,31 ol ".fz s 0i% sodfl o % T I
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Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran
yang terus menerus. Pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan
terjadinya pisah rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.
Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat
dan Tergugat telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula
ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang
dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk
mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka
harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali
(broken marriage), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah
sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan

jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk
mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 860/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yaitu “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
(f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah
memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal
116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan abstraksi hukum yang
terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 237 K/AG/1998
tanggal 17 Maret 1999 yang berbunyi : “Perceraian dapat dikabulkan apabila
telah memenuhi ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975”", maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan
dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum
Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah
talak bain sughra, oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain
sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan
Agama Stabat adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud
Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun
dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi
keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
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2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (x) terhadap Penggugat
x).

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang
timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah
Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Stabat Kelas | B pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 Masehi
bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Drs.H. Amar
Syofyan, M.H sebagai Ketua Majelis, A.Latif Rusydi Azhari Harahap, S.HI,MA
dan Nusra Arini, S.H.I,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh
Ruzgiah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Amar Syofyan, M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

A.Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.l, M.A. Nusra Arini, S.H.l, M.H.
Panitera Pengganti

Ruzqgiah Nasution, S.H.
Perincian biaya :
- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 50.000,00
- Panggilan 'Rp 450.000,00
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- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah ‘Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)
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